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This article discusses health financing regulations as an important foundation in 

determining the quality of medical services in Indonesia, especially amid economic 

challenges and regional disparities in access. This study aims to analyze in depth 

the impact of financing regulations on the quality of health services using a 

descriptive qualitative approach. The findings indicate that the effectiveness of 

regulations remains limited in ensuring equitable access, efficient allocation of 

funds, and operational sustainability of healthcare facilities, especially in remote 

areas. Delays in fund disbursement, weak financial management at the local level, 

and insufficient oversight are the main obstacles to policy implementation. 

Additionally, an unstable financing system imposes additional burdens on medical 

staff and lowers service standards. Therefore, improvement strategies should focus 

on strengthening financial information systems, harmonizing central and local 

policies, and implementing performance incentives that encourage service quality 

improvement. Through comprehensive and collaborative improvements, health 

financing regulations can become an effective tool in achieving fair, quality, and 

sustainable medical services. 
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Artikel ini membahas regulasi pembiayaan kesehatan merupakan fondasi penting 

dalam menentukan kualitas layanan medis di Indonesia, terutama di tengah 

tantangan ekonomi dan ketimpangan akses antarwilayah. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis secara mendalam dampak regulasi pembiayaan terhadap mutu 

pelayanan kesehatan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Temuan 

menunjukkan bahwa efektivitas regulasi masih terbatas dalam menjamin 

pemerataan akses, efisiensi alokasi dana, dan kesinambungan operasional fasilitas 

kesehatan, terutama di daerah terpencil. Keterlambatan pencairan dana, lemahnya 

manajemen keuangan di tingkat daerah, serta kurangnya pengawasan menjadi 

hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, sistem pembiayaan yang 

tidak stabil mengakibatkan beban tambahan bagi tenaga medis dan menurunkan 

standar pelayanan. Oleh karena itu, strategi perbaikan perlu difokuskan pada 

penguatan sistem informasi keuangan, harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, 

serta insentif kinerja yang mendorong peningkatan mutu layanan. Dengan 

perbaikan yang menyeluruh dan kolaboratif, regulasi pembiayaan kesehatan dapat 

menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan pelayanan medis yang adil, 

berkualitas, dan berkelanjutan. 

A. Pendahuluan 

Dalam sistem kesehatan nasional, pembiayaan menjadi fondasi utama yang menopang 

keberlangsungan layanan medis. Regulasi pembiayaan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan alokasi 

dana, tetapi juga menyentuh pada isu pemerataan akses, efisiensi penggunaan anggaran, serta kualitas 

pelayanan kesehatan itu sendiri. Negara melalui kebijakan fiskalnya harus mampu menjamin bahwa setiap 

lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa terkendala oleh 

ketidakmampuan finansial. Dalam realitasnya, distribusi dan pemanfaatan dana kesehatan kerap kali 

menemui tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran daerah, ketimpangan infrastruktur, hingga sistem 

klaim yang tidak efisien (Rizki, 2021). Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana regulasi 

pembiayaan kesehatan dirancang dan diterapkan dalam konteks ekonomi yang kompleks. 

Fenomena meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan seiring bertambahnya populasi dan beban 

penyakit mengharuskan negara untuk menyesuaikan regulasi pembiayaan secara komprehensif. Ketika 
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pembiayaan tidak selaras dengan kebutuhan riil di lapangan, maka yang terjadi adalah penurunan kualitas 

layanan, keterlambatan penanganan, bahkan krisis kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan publik. Sektor 

kesehatan bukan semata soal ketersediaan dokter dan obat, tetapi juga bagaimana skema pembiayaan yang 

diberlakukan mampu menopang pelayanan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam hal ini, 

mekanisme seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlu dievaluasi dari sisi efektivitas distribusi dan 

pengelolaan dananya (Sutrisno, 2022). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai 

efektivitas regulasi pembiayaan kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan medis di Indonesia. 

Regulasi pembiayaan kesehatan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara 

keterjangkauan layanan bagi masyarakat dan keberlangsungan operasional fasilitas pelayanan kesehatan. 

Keseimbangan ini menjadi krusial di tengah dinamika ekonomi nasional yang fluktuatif. Ketika biaya 

pelayanan meningkat, sementara alokasi anggaran tetap, maka tekanan terhadap penyedia layanan pun 

bertambah. Hal ini tidak jarang berujung pada penurunan kualitas layanan seperti keterbatasan tenaga 

medis, menurunnya standar fasilitas, hingga waktu tunggu pasien yang semakin lama (Putra, 2020). Maka 

dari itu, diperlukan peninjauan menyeluruh terhadap pola-pola regulasi yang berlaku untuk memastikan 

bahwa kualitas layanan tetap terjaga meskipun di tengah tekanan ekonomi. 

Keterbatasan dalam regulasi pembiayaan juga kerap menjadi penghambat bagi pengembangan 

inovasi layanan kesehatan. Rumah sakit dan fasilitas medis lain memerlukan kepastian pendanaan untuk 

dapat mengembangkan teknologi, memperluas pelayanan, dan meningkatkan kompetensi tenaga 

kesehatan. Jika regulasi terlalu kaku atau tidak berpihak pada investasi jangka panjang di sektor ini, maka 

transformasi sistem kesehatan tidak akan berjalan maksimal. Implikasi ekonominya sangat nyata, yakni 

meningkatnya biaya pengobatan akibat keterlambatan dalam penanganan dan rendahnya efisiensi layanan 

(Handayani, 2021). Di sinilah peran regulasi pembiayaan harus diarahkan agar menciptakan ekosistem 

yang mendukung peningkatan kualitas medis berbasis pembiayaan yang sehat. 

Dalam konteks pemerataan layanan, regulasi pembiayaan juga berfungsi sebagai instrumen korektif 

atas ketimpangan antarwilayah. Wilayah terpencil dan tertinggal kerap mengalami kesenjangan 

pembiayaan, baik dari sisi jumlah maupun efektivitas penggunaannya. Padahal, prinsip keadilan dalam 

layanan kesehatan menuntut bahwa setiap warga negara berhak atas standar layanan yang sama. Regulasi 

yang tidak adaptif terhadap disparitas ini justru memperlebar jurang akses layanan antara kota dan desa. 

Permasalahan ini menunjukkan bahwa rumusan regulasi pembiayaan harus mempertimbangkan dimensi 

spasial dan sosial secara lebih serius (Aulia, 2020). Dengan demikian, kehadiran regulasi dapat menjadi 

jembatan menuju keadilan layanan kesehatan nasional. 

Selain itu, peran stakeholder dalam merumuskan regulasi pembiayaan kesehatan tidak dapat 

diabaikan. Pemerintah, penyedia layanan, masyarakat, dan sektor swasta harus berada dalam satu sinergi 

yang mendorong pembentukan sistem pembiayaan yang responsif dan akuntabel. Keterlibatan berbagai 

pihak ini juga akan mengurangi potensi penyimpangan dana, serta meningkatkan transparansi dalam 

penggunaan anggaran. Regulasi yang disusun tanpa memperhatikan aspirasi pelaku lapangan cenderung 

mengalami resistensi saat diimplementasikan. Oleh karena itu, partisipasi multipihak harus dijadikan 

bagian dari strategi penguatan kebijakan pembiayaan (Wahyuni, 2022). Langkah ini akan memperkuat 

posisi regulasi sebagai landasan tata kelola sistem kesehatan yang efisien dan inklusif. 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan utama dalam artikel ini, yaitu 

bagaimana dampak regulasi pembiayaan kesehatan terhadap kualitas layanan medis di Indonesia dari 

perspektif ekonomi. Permasalahan ini mencakup isu efektivitas alokasi anggaran, keberlanjutan 

operasional layanan, serta kualitas hasil layanan medis yang diperoleh masyarakat. Melalui perumusan 

masalah yang jelas, maka pembahasan dapat difokuskan pada identifikasi titik lemah dan potensi 

perbaikan dalam regulasi yang ada saat ini. Penelitian mengenai topik ini sangat relevan mengingat 

pentingnya sistem pembiayaan yang kuat dalam menjamin mutu layanan kesehatan secara nasional 

(Yuliani, 2023). 

Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk menganalisis secara kritis bagaimana regulasi pembiayaan 

kesehatan berdampak terhadap kualitas layanan medis dari sudut pandang ekonomi. Analisis ini 

diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perbaikan kebijakan pembiayaan di masa mendatang, 

dengan menitikberatkan pada efisiensi anggaran, pemerataan layanan, dan penguatan mutu pelayanan 

medis. Selain itu, artikel ini juga bertujuan membuka ruang diskusi mengenai strategi ideal pembiayaan 

kesehatan yang dapat diadopsi oleh pembuat kebijakan di Indonesia. Dengan dasar pemikiran yang kuat 
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dan kajian empiris yang akurat, artikel ini diharapkan menjadi referensi akademik dan praktis dalam 

pengembangan regulasi pembiayaan yang berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan 

(Ramadhan, 2021). 

 
B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara 

mendalam bagaimana regulasi pembiayaan kesehatan berdampak terhadap kualitas layanan medis dari 

sudut pandang ekonomi. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang menyeluruh 

mengenai dinamika kebijakan, implementasi regulasi, serta persepsi pelaku layanan kesehatan terhadap 

sistem pembiayaan yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan mengkaji dokumen kebijakan, laporan 

evaluasi program, serta publikasi resmi dari instansi pemerintah yang terkait dengan pembiayaan kesehatan. 

Data yang dikumpulkan tidak diolah dalam bentuk angka statistik, melainkan dianalisis secara naratif untuk 

menemukan pola-pola hubungan antara kebijakan pembiayaan dan kualitas pelayanan. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan telaah 

dokumen regulasi. Peneliti mengidentifikasi berbagai dokumen hukum dan kebijakan, termasuk peraturan 

menteri, keputusan presiden, serta laporan kinerja dari lembaga kesehatan nasional seperti BPJS Kesehatan 

dan Kementerian Kesehatan. Selain itu, dilakukan penelusuran terhadap artikel jurnal ilmiah nasional yang 

membahas isu pembiayaan kesehatan dalam lima tahun terakhir. Pemilihan sumber dilakukan secara 

selektif berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, yaitu pada bagaimana struktur dan mekanisme 

pembiayaan mempengaruhi mutu layanan yang diberikan oleh institusi medis, terutama rumah sakit dan 

puskesmas. 

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi dengan tahapan reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti membaca secara mendalam setiap dokumen dan 

mencatat elemen-elemen penting yang berkaitan dengan desain regulasi, pelaksanaan kebijakan, serta efek 

nyata di lapangan terhadap kualitas layanan medis. Data kemudian dikelompokkan dalam kategori-kategori 

tematik seperti efektivitas anggaran, kendala pembiayaan, serta inovasi kebijakan. Melalui proses ini, 

peneliti berupaya mengungkap keterkaitan antara kebijakan pembiayaan kesehatan dan kualitas pelayanan 

medis, serta mengidentifikasi ruang perbaikan yang dapat direkomendasikan kepada pembuat kebijakan. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

 
1. Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pembiayaan kesehatan yang diterapkan melalui skema 

Jaminan Kesehatan Nasional belum sepenuhnya menjamin aksesibilitas layanan kesehatan yang merata di 

seluruh wilayah Indonesia. Beberapa daerah terpencil dan pelosok masih menghadapi keterbatasan fasilitas 

medis, tenaga kesehatan yang minim, serta rendahnya efektivitas distribusi dana kapitasi. Hal ini 

disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kebutuhan riil di lapangan dan alokasi anggaran yang ditetapkan 

oleh pemerintah pusat. Akibatnya, masyarakat di daerah tersebut sering mengalami penundaan pelayanan 

dan harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan medis. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

efektivitas regulasi pembiayaan belum optimal dalam memastikan akses yang adil dan merata bagi seluruh 

lapisan masyarakat (Hidayat, 2022). 

 Selanjutnya, ditemukan bahwa tekanan ekonomi yang muncul akibat pembiayaan yang tidak 

memadai berdampak langsung terhadap kualitas layanan medis. Rumah sakit yang bergantung pada 

pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan sering kali menghadapi keterlambatan pencairan dana, sehingga 

berpengaruh pada operasional harian, termasuk pengadaan obat, perawatan alat kesehatan, dan 

pembayaran tenaga medis. Dalam jangka panjang, kondisi ini menyebabkan penurunan mutu pelayanan 

yang dirasakan oleh pasien, seperti waktu tunggu yang panjang, keterbatasan pilihan tindakan medis, serta 

rendahnya kepuasan pasien terhadap layanan yang diterima. Ketidakstabilan sistem pembiayaan juga 

membuat manajemen rumah sakit kesulitan menyusun perencanaan yang berorientasi pada peningkatan 

mutu (Sari, 2021). Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk memperbaiki sistem regulasi yang mampu 

menjamin keberlanjutan pendanaan bagi institusi layanan kesehatan. 

 Di sisi lain, hasil kajian juga mengungkap bahwa adanya ketidaksinambungan antara peraturan pusat 

dan pelaksanaannya di tingkat daerah turut menjadi faktor penghambat dalam penerapan regulasi 
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pembiayaan yang efektif. Banyak pemerintah daerah yang belum sepenuhnya memahami atau memiliki 

kapasitas dalam mengelola dana kesehatan secara efisien, baik dari sisi perencanaan, pengawasan, maupun 

pelaporan. Akibatnya, program-program yang seharusnya diperkuat melalui pembiayaan daerah tidak 

berjalan optimal, dan koordinasi antara pusat dan daerah menjadi lemah. Ketidakharmonisan ini 

menimbulkan inefisiensi dalam penggunaan dana, serta memperlebar kesenjangan layanan antara wilayah 

yang satu dengan yang lain (Nuraini, 2023). Hasil ini menunjukkan pentingnya harmonisasi kebijakan 

lintas level pemerintahan dalam sistem pembiayaan kesehatan nasional. 

 

2. Pembahasan  

a. Efektivitas Regulasi Pembiayaan dalam Menjamin Aksesibilitas Layanan Kesehatan 

 Efektivitas regulasi pembiayaan dalam menjamin aksesibilitas layanan kesehatan menjadi isu 

utama yang perlu diperhatikan dalam sistem kesehatan nasional. Aksesibilitas tidak hanya diukur dari 

keberadaan fasilitas kesehatan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat menjangkau layanan medis 

secara finansial, geografis, dan administratif. Regulasi pembiayaan yang baik seharusnya mampu 

menciptakan kondisi di mana seluruh masyarakat, tanpa memandang status ekonomi dan lokasi geografis, 

dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas. Namun dalam praktiknya, masih 

terdapat kesenjangan antara harapan yang tertuang dalam kebijakan dan realitas yang dihadapi di lapangan. 

Perbedaan kapasitas fiskal antar daerah dan belum meratanya distribusi sumber daya kesehatan menjadi 

tantangan yang belum terselesaikan secara menyeluruh. 

 Salah satu aspek penting dalam pembahasan ini adalah mekanisme alokasi dana dari pusat ke 

daerah. Meskipun pemerintah telah menetapkan sistem pembiayaan berbasis kapitasi dan klaim, 

implementasi di tingkat daerah sering kali tidak berjalan efektif. Banyak daerah mengalami keterlambatan 

dalam menerima dana atau menghadapi kendala administratif dalam pelaporannya, yang akhirnya 

menghambat kelancaran pelayanan kesehatan. Hal ini berimbas pada rendahnya kualitas dan ketersediaan 

layanan di puskesmas maupun rumah sakit daerah. Ketika pembiayaan tidak diterima tepat waktu atau 

tidak mencukupi, maka penyedia layanan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti obat-obatan, alat 

medis, dan operasional sehari-hari. Situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi pembiayaan sangat 

bergantung pada kejelasan sistem distribusi serta kapasitas pengelolaan keuangan daerah. 

 Selain masalah teknis distribusi, efektivitas regulasi juga dipengaruhi oleh kemampuan sumber 

daya manusia di tingkat pengelola layanan kesehatan. Banyak pengelola fasilitas kesehatan di daerah yang 

belum memiliki kapasitas memadai dalam perencanaan anggaran, pengawasan penggunaan dana, dan 

pelaporan yang akuntabel. Kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis dari pemerintah pusat menjadi 

faktor yang memperlemah pelaksanaan regulasi. Padahal, keberhasilan regulasi tidak hanya ditentukan 

oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pelaku di lapangan dalam menerapkannya dengan baik. 

Oleh sebab itu, regulasi pembiayaan yang efektif harus disertai dengan penguatan kapasitas manajerial di 

tingkat daerah, agar aksesibilitas layanan benar-benar bisa dijamin dan dinikmati secara merata oleh 

seluruh warga negara. 

 Lebih jauh, efektivitas regulasi pembiayaan dalam menjamin akses juga harus mempertimbangkan 

kondisi geografis dan sosial masyarakat. Daerah terpencil, kepulauan, dan wilayah dengan infrastruktur 

minim membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan daerah perkotaan. Regulasi pembiayaan 

tidak dapat disamaratakan tanpa memperhitungkan karakteristik masing-masing daerah. Dengan 

demikian, perlu adanya fleksibilitas dalam kebijakan alokasi anggaran agar daerah dengan hambatan 

geografis atau keterbatasan sumber daya memperoleh afirmasi yang sesuai. Ketika regulasi mampu 

mengakomodasi keragaman kondisi di lapangan, maka akses terhadap layanan kesehatan akan semakin 

inklusif. Tujuan utama dari regulasi pembiayaan kesehatan seharusnya bukan hanya efisiensi pengeluaran 

negara, tetapi juga keadilan dan pemerataan layanan bagi seluruh masyarakat. 

 

b. Implikasi Ekonomi dari Regulasi Pembiayaan terhadap Kualitas Pelayanan Medis 

 Implikasi ekonomi dari regulasi pembiayaan terhadap kualitas pelayanan medis merupakan aspek 

krusial yang tidak dapat dipisahkan dalam evaluasi sistem kesehatan. Ketika sistem pembiayaan tidak 

berjalan dengan lancar, maka dampak paling nyata terlihat pada menurunnya mutu layanan yang diterima 

oleh pasien. Kualitas pelayanan medis berkaitan erat dengan ketersediaan obat, peralatan medis, serta 

kemampuan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan secara optimal. Ketika rumah sakit atau 
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fasilitas pelayanan kesehatan menghadapi keterbatasan anggaran operasional, maka mereka cenderung 

melakukan efisiensi dengan mengurangi frekuensi pembelian barang atau mengalihkan anggaran ke pos 

yang dianggap lebih prioritas. Dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat menurunkan standar pelayanan 

yang sebelumnya telah ditetapkan. 

 Salah satu dampak ekonomi yang muncul dari ketidakefisienan pembiayaan adalah meningkatnya 

beban kerja tenaga kesehatan. Dalam banyak kasus, rumah sakit mengalami kekurangan staf akibat 

pembatasan rekrutmen yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Tenaga medis yang ada harus 

melayani jumlah pasien yang terus bertambah tanpa didukung oleh fasilitas dan insentif yang memadai. 

Kondisi ini bukan hanya berdampak pada fisik dan psikis tenaga kesehatan, tetapi juga pada kepuasan dan 

keselamatan pasien. Pelayanan menjadi tidak optimal karena keterbatasan waktu, kelelahan petugas, serta 

kurangnya dukungan sumber daya. Jika hal ini terus terjadi, maka akan menciptakan lingkaran 

permasalahan di mana mutu pelayanan semakin menurun sementara kebutuhan masyarakat terhadap 

layanan medis terus meningkat. 

 Regulasi pembiayaan yang tidak stabil juga berdampak pada inovasi dalam sistem pelayanan 

kesehatan. Untuk dapat meningkatkan mutu, fasilitas kesehatan membutuhkan dana untuk melakukan 

pembaruan alat medis, pelatihan tenaga kesehatan, serta pengembangan sistem informasi kesehatan. 

Namun ketika dana yang diterima tidak dapat dipastikan jumlah dan waktunya, maka institusi kesehatan 

cenderung menghindari pengeluaran jangka panjang yang berisiko. Akibatnya, banyak rumah sakit yang 

bertahan dengan peralatan lama, prosedur manual, dan sistem administrasi yang tidak efisien. Padahal, 

kualitas layanan sangat ditentukan oleh kemampuan institusi dalam beradaptasi terhadap perkembangan 

teknologi dan tuntutan masyarakat. Dalam hal ini, pembiayaan yang berkelanjutan dan konsisten menjadi 

syarat mutlak untuk mendorong kemajuan sistem pelayanan medis. 

 Selain itu, keterbatasan pembiayaan sering menyebabkan rumah sakit terpaksa menerapkan 

kebijakan selektif terhadap jenis layanan yang diberikan. Beberapa layanan berkualitas tinggi atau 

tindakan medis dengan biaya besar mungkin dibatasi aksesnya hanya untuk kasus tertentu yang memenuhi 

syarat administratif. Hal ini membuat masyarakat dengan kondisi darurat atau penyakit kronis harus 

menunggu lebih lama atau bahkan mencari layanan ke fasilitas swasta dengan biaya yang lebih tinggi. 

Ketimpangan ini menimbulkan kesenjangan layanan antara kelompok masyarakat yang mampu secara 

ekonomi dan mereka yang mengandalkan pembiayaan dari negara. Situasi tersebut bertentangan dengan 

prinsip keadilan dalam pelayanan kesehatan dan menunjukkan bahwa regulasi pembiayaan harus 

dirancang agar tidak hanya fokus pada pengendalian biaya, tetapi juga menjamin kualitas dan keadilan 

pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat. 

 

c. Tantangan Implementasi Kebijakan Pembiayaan di Lapangan 

 Tantangan implementasi kebijakan pembiayaan di lapangan merupakan persoalan yang sangat 

kompleks dan menyentuh banyak aspek teknis maupun struktural. Salah satu tantangan utama adalah 

keterlambatan dalam pencairan dana yang sangat berpengaruh pada stabilitas operasional fasilitas 

pelayanan kesehatan. Proses birokrasi yang panjang dan kurang sinkronnya koordinasi antara pemerintah 

pusat dan daerah seringkali menjadi hambatan dalam pendistribusian anggaran. Hal ini menyebabkan 

banyak rumah sakit dan puskesmas mengalami kekosongan kas operasional yang berdampak pada 

terhambatnya pengadaan obat, alat medis, dan keperluan dasar pelayanan lainnya. Padahal, keterlambatan 

ini bukan hanya berdampak secara administratif, tetapi langsung dirasakan oleh pasien dalam bentuk 

layanan yang tidak maksimal. 

 Selain persoalan teknis pencairan dana, kendala lainnya adalah lemahnya kapasitas manajemen di 

tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. Banyak pengelola puskesmas atau rumah sakit daerah belum 

memiliki kemampuan memadai dalam hal perencanaan keuangan, pelaporan penggunaan dana, dan 

akuntabilitas administratif. Ketiadaan pelatihan yang berkesinambungan dan belum optimalnya 

pendampingan dari pemerintah pusat membuat pengelolaan pembiayaan menjadi tidak efektif. Bahkan, 

dalam beberapa kasus, ketidaktahuan terhadap regulasi teknis menyebabkan adanya kesalahan 

administratif yang berujung pada sanksi atau keterlambatan dalam proses penyaluran dana berikutnya. 

Situasi ini menunjukkan bahwa selain peraturan yang jelas, dukungan teknis dan penguatan kapasitas 

menjadi hal penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pembiayaan kesehatan. 
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 Tantangan lain yang kerap muncul adalah tidak meratanya pemahaman terhadap regulasi 

pembiayaan di antara para pelaksana lapangan. Perubahan regulasi yang terjadi secara berkala tanpa 

sosialisasi yang memadai menyebabkan kebingungan dalam implementasi. Beberapa petugas kesehatan 

dan manajer layanan mengaku kesulitan mengikuti perubahan aturan terutama terkait sistem pelaporan, 

klaim, dan pelaksanaan audit internal. Akibatnya, banyak kebijakan yang tidak dijalankan sebagaimana 

mestinya, bahkan dalam beberapa kasus hanya dijalankan secara formalitas tanpa menyentuh esensi 

perbaikannya. Ketidaksesuaian antara peraturan dan kemampuan pelaksana di lapangan memperlebar 

jurang antara perumusan kebijakan dengan pelaksanaannya. Maka diperlukan pendekatan yang lebih 

komunikatif dan kolaboratif agar kebijakan yang baik dapat benar-benar diimplementasikan dengan 

efektif. 

 Lebih jauh, tantangan yang cukup signifikan adalah lemahnya pengawasan dan evaluasi berkala 

terhadap pelaksanaan kebijakan pembiayaan. Banyak program berjalan tanpa adanya monitoring yang 

sistematis sehingga sulit untuk mengukur keberhasilan atau kegagalannya secara objektif. Ketika 

pengawasan tidak berjalan dengan baik, maka praktik-praktik yang merugikan sistem seperti 

ketidaktepatan penggunaan dana, manipulasi laporan, atau penyalahgunaan wewenang berpotensi terjadi. 

Pengawasan yang lemah juga berarti tidak adanya umpan balik yang cukup untuk memperbaiki regulasi 

yang telah dibuat. Oleh karena itu, tantangan implementasi kebijakan pembiayaan tidak bisa hanya 

diselesaikan dengan memperbaiki regulasi di atas kertas, melainkan juga harus dibarengi dengan sistem 

pengawasan yang kuat, transparan, dan berbasis data untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-

benar menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan medis secara nyata. 

 

d. Strategi Perbaikan Regulasi Pembiayaan untuk Meningkatkan Kualitas Layanan 

 Strategi perbaikan regulasi pembiayaan kesehatan perlu diawali dengan evaluasi menyeluruh 

terhadap sistem yang telah berjalan. Evaluasi ini harus mencakup identifikasi titik lemah dalam struktur 

pembiayaan, proses distribusi dana, serta keterkaitan antara besarnya pembiayaan dan hasil layanan yang 

dicapai. Dengan pemetaan masalah yang komprehensif, pembuat kebijakan dapat menyusun kebijakan 

yang lebih responsif dan tepat sasaran. Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan adalah menyesuaikan 

besaran dana yang diberikan berdasarkan beban pelayanan dan kondisi geografis masing-masing daerah, 

bukan sekadar menggunakan pendekatan yang seragam secara nasional. Hal ini akan memberikan peluang 

bagi daerah dengan kebutuhan khusus untuk meningkatkan kualitas layanan secara lebih proporsional. 

 Selain itu, perbaikan regulasi juga perlu didukung oleh penguatan sistem informasi yang 

terintegrasi antara pusat dan daerah. Sistem informasi ini harus mampu mencatat alur penggunaan dana 

secara transparan dan real time sehingga dapat memudahkan pemantauan serta mempercepat proses 

evaluasi. Dengan sistem yang terintegrasi, keterlambatan dalam pencairan dana atau kesalahan 

administratif dapat diminimalkan. Sistem ini juga memungkinkan semua pihak yang terlibat dalam 

pengelolaan dana, mulai dari pengambil kebijakan hingga pelaksana teknis di lapangan, memiliki akses 

terhadap data yang akurat dan terkini. Keterbukaan informasi ini akan mendorong akuntabilitas dan 

memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pembiayaan kesehatan. 

 Langkah lain yang penting dalam strategi perbaikan adalah mendorong partisipasi aktif dari tenaga 

kesehatan dan manajemen rumah sakit dalam proses perumusan dan revisi regulasi. Sering kali kebijakan 

dibuat tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan, sehingga ketika diterapkan justru menyulitkan 

pelaksana. Dengan melibatkan pelaku langsung dalam proses pengambilan keputusan, maka kebijakan 

yang lahir akan lebih realistis, aplikatif, dan diterima dengan baik. Partisipasi ini juga menjadi sarana untuk 

menggali berbagai solusi inovatif dari pihak yang selama ini langsung menghadapi tantangan teknis dan 

operasional dalam layanan medis. Keterlibatan ini bukan hanya meningkatkan kualitas regulasi, tetapi juga 

menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap keberhasilan sistem pembiayaan. 

 Terakhir, strategi yang tidak kalah penting adalah penguatan pengawasan dan pemberian insentif 

terhadap kinerja layanan kesehatan yang baik. Regulasi pembiayaan seharusnya tidak hanya mengatur 

alokasi dana, tetapi juga memberi ruang bagi penghargaan terhadap fasilitas pelayanan yang berhasil 

menjalankan tugas dengan efisien dan berkualitas. Insentif bisa diberikan dalam bentuk tambahan dana, 

pelatihan, atau peningkatan infrastruktur bagi institusi yang mampu menunjukkan kinerja baik berdasarkan 

indikator yang jelas. Dengan cara ini, akan terbentuk budaya kompetitif yang sehat antar fasilitas 

pelayanan kesehatan. Pada saat yang sama, sistem pengawasan yang kuat harus diterapkan untuk 
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mencegah penyimpangan dana dan memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya. 

Kombinasi antara insentif dan pengawasan yang efektif akan mendorong terciptanya sistem pembiayaan 

kesehatan yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu meningkatkan mutu layanan medis secara 

berkelanjutan. 

 

D. Simpulan 

Berdasarkan keseluruhan pembahasan mengenai regulasi pembiayaan kesehatan dan dampaknya 

terhadap kualitas layanan medis dari perspektif ekonomi, dapat disimpulkan beberapa hal penting yang 

menjadi landasan evaluasi dan perbaikan sistem kesehatan di Indonesia. Kesimpulan ini merangkum 

temuan utama terkait efektivitas regulasi, tantangan implementasi, serta strategi-solusi yang diperlukan 

untuk memperkuat peran pembiayaan dalam meningkatkan mutu pelayanan. 

Pertama, regulasi pembiayaan kesehatan belum sepenuhnya mampu menjamin akses layanan yang 

merata dan adil bagi seluruh masyarakat. Masih terdapat kesenjangan antara daerah perkotaan dan daerah 

terpencil dalam hal fasilitas, tenaga medis, dan kelancaran distribusi dana. Kedua, tekanan ekonomi yang 

timbul akibat pembiayaan yang tidak stabil menyebabkan penurunan kualitas layanan medis, baik dari 

aspek ketersediaan sarana prasarana maupun beban kerja tenaga kesehatan. Ketiga, pelaksanaan regulasi di 

lapangan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan kapasitas manajemen, lemahnya 

pengawasan, hingga ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan kemampuan teknis daerah dalam 

mengelola dana. 

Keempat, strategi perbaikan perlu diarahkan pada penguatan sistem informasi keuangan, partisipasi 

aktif pelaku lapangan, serta pemberian insentif berbasis kinerja. Kelima, regulasi pembiayaan harus 

didesain lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan kebutuhan spesifik setiap wilayah agar lebih responsif 

dan berkeadilan. Keenam, pengawasan dan evaluasi berkala perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa 

penggunaan anggaran benar-benar berdampak pada peningkatan mutu layanan. Ketujuh, keberhasilan 

sistem pembiayaan tidak hanya bergantung pada jumlah dana yang tersedia, tetapi juga pada bagaimana 

dana tersebut dikelola secara efisien, transparan, dan tepat sasaran untuk menjamin layanan kesehatan yang 

berkualitas dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. 
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